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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN 

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan 

efektivitas pengelolaan program penyediaan Kewajiban 

Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika, 

perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai 

Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan 

Informatika; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan 

Telekomunikasi dan Informatika; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi 

Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYEDIA 

DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pasal 1  

(1) Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan 

Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat BPPPTI, 

merupakan unit pelaksana teknis noneselon yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.  

(2) BPPPTI dipimpin oleh Direktur Utama. 

 

Pasal 2  

BPPPTI mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan 

pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang 

berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, BPPPTI menyelenggarakan fungsi:  

a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta 

monitoring dan evaluasi penyediaan dan pengelolaan 

infrastruktur;  

b. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta 

monitoring dan evaluasi penyediaan dan pengelolaan 

ekosistem; 

c. pengelolaan pendapatan dan pembiayaan telekomunikasi 

dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kewajiban universal; dan  
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d. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat, 

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, 

layanan pengadaan, kepegawaian dan tata usaha. 

 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 4   

(1) BPPPTI terdiri atas: 

a. Direktorat Umum; 

b. Direktorat Penyediaan Infrastruktur; 

c. Direktorat Penyediaan Ekosistem; 

d. Direktorat Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan; 

e. Satuan Pemeriksaan Intern; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi BPPPTI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Direktorat Umum 

 

Pasal 5  

Direktorat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum 

dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, 

perlengkapan dan rumah tangga, layanan pengadaan, 

kepegawaian dan tata usaha. 

 

Pasal 6  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5, Direktorat Umum menyelenggarakan fungsi: 
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a. pelaksanaan advokasi, bantuan hukum, kerja sama, dan 

hubungan masyarakat; 

b. pelaksanaan layanan pengadaan, urusan perlengkapan 

dan rumah tangga; dan 

c. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan 

keuangan, dan ketatausahaan. 

 

Pasal 7  

Direktorat Umum terdiri atas: 

a. Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat; 

b. Divisi Pengadaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan 

c. Divisi Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha. 

 

Pasal 8  

Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas 

melakukan advokasi dan bantuan hukum, kerja sama, dan 

hubungan masyarakat. 

 

Pasal 9  

Divisi Pengadaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai 

tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan 

pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penyediaan 

program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan 

Informatika bidang infrastruktur dan ekosistem. 

 

Pasal 10  

Divisi Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas 

melakukan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan 

rumah tangga kantor. 
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